BUPATI LAMPUNGSELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, bahwa Pimpinan dan
Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan kesejahteraan
berupa rumah negara dan perlengkapannya.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 57) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9
Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung
Selatan

Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai
Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan
ketentuan perundang-undangan

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.



10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

RKA-PD adalah Perencanaan dan Penganggaran yang berisi program
kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenang
DPRD.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 3

(1) Tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap
bulan terhitung tanggal pengucapan sumpah/janji.

(2) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan
dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

(3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjadi
Bupati/Wakil Bupati di daerah yang sama maka tidak diberikan tunjangan
perumahan.

(4) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan rumah negara untuk
Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, maka pemberian tunjangan perumahan
dihentikan sejak Pimpinan dan/atau Anggota DPRD menempati rumah
negara tersebut.

(5) Apabila Pimpinan DPRD menempati rumah negara maka disediakan
perlengkapan rumah negara.

(6) Penyediaan perlengkapan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak
diberikan tunjangan perumahan.

BAB IV
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 4

(1) Besaran Tunjangan Perumahan harus memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas, standar satuan harga setempat yang berlaku dan
standar luas bangunan serta lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



(2) Standar satuan harga setempat yang berlaku sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai kajian besaran tunjangan perumahan DPRD Kabupaten
Lampung Selatan.

(3) Satuan harga tunjangan perumahan Pimpinan dan /atau Anggota DPRD,
dimuat dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan.

(4) Kajian besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh lembaga yang terakreditasi.

Pasal 5

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1)
tidak termasuk meubel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

Pasal 6

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 tidak
boleh melebihi Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
Lampung.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 24, /oMGA 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANQ’ ERMANTO

Diundangkan di Kalianda, -
pada tanggal 24 (J/eruor 202

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

INT{J INDRIATI
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 3/3



